
BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN 
NOMOR 36 TAHUN 2 0 2 1

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI 
MUSYAWARAH DESA DI WILAYAH KABUPATEN PESAWARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PESAWARAN,

M enim bang : a. bahw a b e rd asa rk an  k e te n tu an  Pasal 45, Pasal 54, Pasal
56 d an  Pasal 80 P e ra tu ran  Pem erin tah  Nomor 43 T ahun  
2014 ten tan g  D esa d an  P era tu ran  Menteri D alam  Negeri 
nom or 65 ta h u n  2017 ten tan g  P eru b ah an  a ta s  
P e ra tu ran  M enteri D alam  Negeri Nomor 112 ta h u n  2014 
ten tan g  Pem ilihan Kepala Desa, perlu  m engatu r 
penyelenggaraan pem ilihan Kepala D esa a n ta r  w aktu  
m elalui M usyaw arah Desa;

b. bahw a P era tu ran  B upati Nomor 3 T ahun  2015 ten tan g  
Penyelenggaraan Pem ilihan K epala D esa A ntar W aktu 
Melalui M usyaw arah D esa di w ilayah K abupaten  
Pesaw aran, perlu  d isesuaikan ;

c. bahw a b e rd asa rk an  pertim bangan  sebagaim ana m aksud  
h u ru f  a  dan  h u ru f  b di a ta s , perlu  m enetapkan  P era tu ran  
B upati Pesaw aran  ten tan g  Penyelenggaraan Pem ilihan 
Kepala D esa A ntar W aktu Melalui M usyaw arah D esa di 
w ilayah K abupaten  Pesaw aran;

M engingat : 1. Pasal 18 ayat (6) U ndang-U ndang D asar Negara Republik
Indonesia  T ahun  1945;

2. U ndang-U ndang Nomor 33 T ahun  2007 ten tang  
P em ben tukan  K abupaten  Pesaw aran  di Provinsi 
L am pung (Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  
2007 Nomor 99, T am bahan  Lem baran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 4749);

3. U ndang-U ndang Nomor 12 T ahun  2011 ten tang  
P em ben tukan  P era tu ran  P erundang -undangan  
(Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  2011 
Nomor 82, T am bahan  L em baran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 5234) sebagaim ana telah  d iubah  
dengan  U ndang-U ndang Nomor 15 T ahun  2019 ten tan g  
P eru b ah an  Atas U ndang-U ndang Nomor 12 T ahun  2011 
ten tan g  P em ben tukan  P e ra tu ran  P erundang -undangan  
(Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  2019 
Nomor 183, T am bahan  Lem baran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 6398);



4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 
2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah 
diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 
Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 6);

10. Peraturan Daerah Kabupaten PesawaranNomor 3 Tahun 
2019 tentang Pemilihan Kepala Desa;

11. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2020 
tentang Pedoman Adaptasi Tatanan Normal Baru yang 
Produktif dan Aman C oro na  V iru s  D isease  2 0 1 9  di 
Kabupaten Pesawaran;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG 
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR 
WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA DI WILAYAH 
KABUPATEN PESAWARAN

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Pesawaran.
5. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Pesawaran.
6. Kecamatan adalah wilayah keija Camat sebagai Perangkat Daerah 

Kabupaten Pesawaran.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 
asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

10. Perangkat Desa adalah sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan 
pelaksana teknis yang berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala 
desa.

11. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat dengan BPD 
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang 
anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan 
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

12. Musyawarah Desa, yang selanjutnya disingkat dengan Musdes adalah 
musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang 
diselenggarakan oleh BPD untuk memilih kepala desa antarwaktu.

13. Kesepakatan Musdes adalah suatu hasil keputusan dari Musdes dalam 
bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan 
Musdes yang ditandatangani oleh Ketua BPD dan Penjabat Kepala Desa.

14. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu selanjutnya disebut Pemilihan, 
adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan untuk memilih Kepala 
Desa pengganti melalui Musdes.

15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri 
Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

16. Penjabat Kepala Desa adalah seorang PNS Daerah yang diangkat oleh 
Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala desa untuk 
melaksanakan tugas, hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam 
kurun waktu tertentu.



17. Panitia  Pem ilihan Kepala D esa T ingkal K abupaten  yang se lan ju tnya  
d isebu t Pan itia  Pem ilihan K abupaten  ad a lah  pan itia  yang d iben tuk  oleh 
B upati di tingka t k ab u p a ten  g una  m endukung  p e lak san aan  pem ilihan.

18. Pan itia  Pem ilihan Kepala D esa An ta r  W aktu T ingkat K ecam atan yang 
se lan ju tnya  d isebu t Pan itia  Pem ilihan K ecam atan ad a lah  pan itia  yang 
d ib en tu k  oleh B upati di tingkat K ecam atan g una  m endam pingi dan  
m em onitoring secara  langsung  p e lak san aan  pem ilihan.

19. Pan itia  Pem ilihan Kepala D esa an  ta r  w aktu  se lan ju tnya  d isebu t pan itia  
pem ilihan ad a lah  pan itia  yang d iben tuk  oleh BPD u n tu k  
m enyelenggarakan p roses pem ilihan.

20. B akal Calon ad a lah  w arga Negara Indonesia  yang m endafta rkan  diri 
kepada  Pan itia  Pem ilihan u n tu k  m enjadi bakal Calon Kepala D esa an  ta r  
w aktu .

21. Calon Kepala D esa a n ta r  w aktu , se lan ju tnya  d isebu t Calon ada lah  bakal 
calon Kepala D esa a n ta r  w aktu  yang te lah  d ite tapkan  oleh Panitia  
Pem ilihan sebagai Calon yang b e rh ak  dipilih dalam  M usdes.

22. Calon Terpilih ad a lah  Calon yang  m em peroleh su a ra  terbanyak  dalam  
p e lak san aan  pem ilihan m elalui forum  M usdes.

23. B erita  A cara ad a lah  n a sk ah  d in as berisi ke te rangan  a ta s  se su a tu  hal yang 
h ak  yang d itan d a tan g an i oleh p a ra  pihak.

24. Hari ad a lah  h a ri kerja.
25. Hari "H" ad a lah  hari p e lak san aan  M usdes u n tu k  m em ilih Calon.

BAB II
PEMBBRHENTIAN DAN PEMILIHAN MELALUI MUSDES

Bagian K esatu  
P em berhentian Kepala D esa

Pasal 2

(1) Kepala D esa berhen ti k a ren a  ;
a. Meninggal dunia;
b. P erm in taan  sendiri; d an
c. D iberhentikan.

(2) Kepala D esa d iberhen tikan  sebagaim ana  d im aksud  pad a  ayat (1) h u ru f  c 
k a ren a  :
a. B erakhir m asa  jab a tan n y a ;
b. Tidak d a p a t m elak san ak an  tu g as secara  b erke lan ju tan  a ta u  

berha langan  te tap  secara  b e rtu ru t- tu ru t  se lam a 6 (enam) bu lan ;
c. Tidak lagi m em enuhi syara t sebagai kepala  desa;
d. M elanggar ya  p e ru b a h a n  s ta tu s  d esa  m enjadi ke lu rah an , desa  baru , 

a ta u  p en g h ap u san  desa;
e. Tidak m elak san ak an  kew ajiban sebagai kepala  desa; a ta u
f. D inyatakan  sebagai te rp id an a  yang d iancam  dengan p id an a  pen ja ra  

paling singkat 5 (lima) ta h u n  b e rd asa rk an  p u tu sa n  pengadilan  yang 
te lah  m em punyai k ek u a tan  h u k u m  tetap .

(3) Apabila Kepala D esa berhen ti sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1), BPD 
m elaporkan kepada  B upati m elalui C am at.

(4) P em berhentian  Kepala D esa sebagaim ana  d im aksud  p ad a  ay a t (3) 
d ite tapkan  dengan  K epu tusan  B upati.



Pasal 3

(1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa 
jabatan lebih dari satu tahun, bupati mengangkat PNS dari pemerintah 
daerah kabupaten sebagai penjabat kepala Desa sampai dengan 
ditetapkan kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa.

(2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala Desa diberhentikan.

(3) Masa jabatan kepala Desa yang ditetapkan melalui Musdes terhitung 
sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala 
Desa yang berhenti.

Bagian Kedua 
Tahapan M usyawarah D esa

Pasal 4

(1) Musdes sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan dengan
tahapan sebagai berikut:
a. Persiapan;
b. Pelaksanaan;
c. Pelaporan.

(2) Tahapan Persiapan, dilakukan kegiatan yang meliputi:
a. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu oleh BPD;
b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada penjabat kepala 
Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung 
sejak panitia terbentuk;

c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat kepala 
Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung 
sejak diajukan oleh panitia pemilihan;

d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia 
pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;

e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh 
panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan

f. penetapan calon kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan 
paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang 
calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk 
ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah 
Desa.

(3) Tahapan Pelaksanaan, meliputi kegiatan sebagai berikut:
a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang 

difasilitasi oleh Pemerintah Desa dan teknis pelaksanaan 
pem ilihannya d ilakukan  oleh p an itia  pem ilihan;

b. pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah 
Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;

c. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan 
dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah 
mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh 
musyawarah Desa;

d. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan 
kepada musyawarah Desa; dan

e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.



(4) Peserta  M usdes sebagaim ana d im aksud  ayat (3) h u ru f  c terd iri dari 
pen jaba t Kepala Desa, se lu ru h  Perangkat Desa, K etua BPD d an  se lu ru h  
anggota BPD, K etua RT se rta  u n s u r  m asy arak a t D esa yang su d a h  
d iten tukan .

(5) T ahapan  Pelaporan, m eliputi:
a. Pelaporan hasil pem ilihan m elalui M usdes kepada BPD dalam  jangka  

w aktu  7 (tujuh) h a ri se te lah  M usdes m engesahkan  Calon terpilih;
b. Pelaporan Calon terpilih  hasil M usdes oleh K etua BPD kepada  B upati 

paling lam bat 7 (tujuh) h a ri se te lah  m enerim a laporan  dari pan itia  
pem ilihan;

c. Penerb itan  K epu tusan  B upati ten tan g  pengesahan  pengangkatan  
Calon terpilih  paling lam bat 30 (tiga puluh) sejak  d iterim anya laporan  
dari BPD; dan

d. P elan tikan  kepala  d esa  oleh B upati paling lam a 30 (tiga puluh) sejak 
d ite rb itkan  k e p u tu san  pengesahan  pengangkatan  Calon terpilih 
dengan u ru ta n  aca ra  pelan tikan  sesua i dengan  k e ten tu an  p e ra tu ran  
peru n d an g -u n d an g an .

Pasal 5

(1) Setiap  u n s u r  m asy arak a t yang  m enjadi peserta  M usdes
m elakukan  pem etaan  asp irasi kelom pok m asyaraka t yang  diw akilinya 
sebagai b a h an  k e p u tu sa n  yang ak an  dibaw a pad a  forum  M usdes.

(2) D alam  rangka  penyelenggaraan  M usdes, m asy arak a t Desa, Pem erin tah  
D esa d an  BPD didam pingi oleh Pem erin tah  D aerah yang secara  tekn is 
d ilak san ak an  oleh C am at u n tu k  m elakukan  koordinasi pendam pingan  di 
w ilayahnya.

BAB III
KEPANITIAAN DAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN 

KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Bagian K esatu
K epanitiaan Dalam P em ilihan Kepala D esa Antar Waktu

Pasal 6

(1) Tem pat penyelenggaraan  M usdes d a p a t b e ru p a  gedung Balai Desa, 
gedung p ertem u an  m ilik Desa, lapangan  Desa, ru m ah  w arga D esa 
d a n /a ta u  gedung sekolah yang ad a  di Desa, a ta u  tem pat lainnya yang 
layak.

(2) Tem pat penyelenggaraan  M usdes h a ru s  b erada  di w ilayah Desa.

(3) Hari “H” kegiatan  M usdes d ap a t d iselenggarakan  pada  hari kerja  a ta u  
tidak  pad a  h a ri kerja.

(4) Hari “H” pem ilihan d ite tapkan  oleh Pan itia  Pem ilihan dengan  p e rse tu ju an  
K etua BPD.

(5) Tem pat penyelenggaraan  M usdes d isesu a ik an  dengan kondisi obyektif 
D esa d an  kondisi sosial budaya  m asyarakat.

Pasal 7

(1) Penyelenggara Pem ilihan Kepala D esa a n ta r  w aktu  terdiri a ta s  Panitia  
Pem ilihan K abupaten , Pan itia  Pem ilihan K ecam atan dan  Panitia  
Pem ilihan.



(2) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan 
Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) BPD membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan keputusan 
pimpinan BPD.

Pasal 8

(1) Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan Kecamatan 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) bertanggung jawab kepada 
Bupati.

(2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
a. menyiapkan aturan dan pedoman penyelenggaraan Pemilihan;
b. menetapkan tata cara pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan;
c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan.

(3) Panitia Pemilihan Kecamatan mempunyai tugas dan wewenang sebagai 
berikut:
a. melaksanakan pendampingan dalam proses pemilihan Kepala Desa 

an tar waktu;
b. melaksanakan pengawasan/ monitoring dalam pelaksanaan Pemilihan 

dan mencatat proses Musdes serta melaporkan rekapitulasi dan hasil 
Pemilihan kepada Panitia Kabupaten;

c. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan.

Pasal 9

(1) Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu terdiri atas perangkat Desa 
dan unsur masyarakat Desa.

(2) BPD dan Penjabat Kepala Desa tidak dapat merangkap sebagai Panitia 
Pemilihan.

(3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua 
merangkap anggota, Wakil Ketua merangkap anggota, Sekretaris 
merangkap anggota, Bendahara merangkap anggota dan jumlah 
anggotanya disesuaikan dengan kebutuhan serta berjumlah gasal.

(4) Jumlah Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
ditentukan oleh BPD dengan mempertimbangkan asas efisiensi dan asas 
kewajaran.

(5) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara Panitia Pemilihan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih dari dan oleh Anggota Panitia 
Pemilihan.

(6) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai 
tugas :
a. Merencanakan penyelenggaraan Pemilihan;
b. Menetapkan Hari “H” dengan persetujuan BPD;
c. Mengajukan biaya Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa;
d. Mengumumkan dan menerima pendaftaran Bakal Calon;
e. Melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal 

Calon yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan Perangkat 
Daerah dan Instansi terkait;



f. Menetapkan Calon dan nomor urut Calon, kemudian dimintakan 
pengesahan Musdes untuk ditetapkan sebagai Calon dalam Musdes;

g. Menetapkan peserta Musdes yang mempunyai hak suara dalam 
Pemilihan untuk kemudian dimintakan pengesahan Musdes dan 
mengumumkannya;

h. Melaksanakan Pemilihan dan melaporkan hasil Pemilihan kepada 
Musdes untuk kemudian disahkan oleh Musdes;

i. Melaporkan hasil Pemilihan kepada BPD setelah Musdes 
mengesahkan Calon Terpilih;

j. Menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam proses pemilihan, 
yang penyelesaiannya dilakukan pada saat Musdes dilaksanakan;

k. Memfasilitasi segala kebutuhan sarana dan prasarana untuk 
kelancaran pelaksanaan Pemilihan.

(7) Sebelum melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan diambil sumpah/janji 
oleh Ketua BPD.

(8) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan naskah 
sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/beijanji : bahwa saya akan 
memenuhi kewajiban saya selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar 
Waktu dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujumya, dan seadil-adilnya; 
bahwa akan selalu taat dalam mengamalkan mempertahankan Pancasila 
sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan 
demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala 
Peraturan Perundang-Undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku 
bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 10

(1) Peserta Musdes berasal dari Pemerintah Desa, BPD, dan unsur Musdes 
yang diundang secara resmi sebagai peserta Musdes dan mempunyai hak 
suara dalam Pemilihan.

(2) Undangan adalah warga desa dan/atau bukan warga Desa yang hadir 
dalam Musdes atas undangan Ketua BPD.

(3) Pendamping berasal dari Satuan Keija Perangkat Daerah, camat,

(4) dan/atau pihak ketiga yang hadir dalam Musdes atas undangan Ketua 
BPD.

(5) Undangan dan Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3) tidak mempunyai hak suara dalam Pemilihan.

Pasal 11

(1) Panitia Pemilihan menetapkan jumlah Peserta Musdes, undangan dan 
pendamping Musyawarah Desa.

(2) Panitia Pemilihan melakukan registrasi peserta Musdes yang terdiri dari 
Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan yang 
berkepentingan langsung dan atau mewakili suara dari kelompok 
masyarakat yang diwakilinya.



Pasal 12

(1) Panitia  Pem ilihan m em persiapkan  unclangan peserta  M usdes secara  
resm i.

(2) U ndangan  resm i sebagaim ana d im aksud  pad a  ay a t (1) d itu ju k an  kepada 
u n s u r  m asy arak a t yang m em punyai h a k  su a ra  dalam  Pem ilihan dengan 
d ib ubuh i ta n d a  ta n  gan K etua Panitia Pem ilihan d an  K etua BPD.

(3) Panitia  Pem ilihan m enyam paikan u n d an g an  M usdes paling lam bat 7 
(tujuh) h a ri sebelum  Hari H penyelenggaraan  M usdes.

BAB IV
TATA CARA PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DESA

Bagian K esatu
Pim pinan dan Pem andu M usyawarah Desa  

Pasal 13

(1) K etua BPD bertindak  selaku  p im pinan  M usdes.

(2) K etua Panitia  Pem ilihan bertindak  selaku pem andu  aca ra  M usdes.

(3) D alam  hal K etua BPD selaku p im pinan  M usdes sebagaim ana d im aksud  
pad a  ayat (1) berha langan  had ir, p im pinan M usdes d ap a t d igan tikan  oleh 
wakil k e tu a  a ta u  anggota BPD lainnya.

(4) Dalam  hal K etua BPD berha langan  hadir, h a ru s  m em beritahukan  
ke tidakhad irannya  dengan a la san  yang  b en ar u n tu k  se lan ju tnya  
diinform asikan  kepada  peserta  M usdes.

Bagian Kedua
Pendaftaran P eserta dan Undangan  

Pasal 14

(1) Peserta  yang had ir dalam  keg iatan  M usdes wajib m enan d atan g an i daftar 
h ad ir yang te lah  d isiapkan  panitia.

(2) M usdes dim ulai dan  d ibuka  oleh p im pinan  M usdes, apab ila  dafta r had ir 
te lah  d itan d a tan g an i oleh 2 /3  dari ju m lah  u n d an g an  yang telah  
d ite tapkan  sebegai p ese rta  M usdes.

(3) P im pinan M usdes wajib m elakukan  p e n u n d aa n  aca ra  apab ila  jum lah  
peserta  M usdes yang d iten tu k an  sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (2) 
belum  tercapai a ta u  te rpenuh i sam pai dengan  b a ta s  w aktu  u n tu k  
d ilakukan  pem bukaan  M usdes.

(4) P im pinan M usdes m engum um kan  p en g u n d u ran  w aktu  paling lam a 2 
(dua) jam .

(5) J ik a  w ak tu  p en g u n d u ran  sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (4) telah  
berakh ir d an  p eserta  M usdes yang h ad ir belum  m em enuhi k e ten tu an , 
p im pinan  M usdes te tap  m elan ju tkan  keg iatan  M usdes dengan dihadiri 
oleh peserta  yang ada.



Pasal 15

(1) U ndangan  M usdes ad a lah  w arga D esa d a n /a ta u  b u k an  w arga D esa yang
h ad ir dalam  M usdes a ta s  u n d an g an  K etua BPD.

(2) U ndangan  d a p a t berb icara  dalam  M usdes a ta s  p e rse tu ju an  p im pinan
M usdes, te tap i tidak  m em punyai h a k  su a ra  dalam  pengam bilan
k e p u tu san  M usdes.

(3) U ndangan  d ised iakan  tem pat tersendiri.

(4) U ndangan  w ajib m enaati ta ta  tertib  M usdes.

Bagian K etiga
Persyaratan, Pengum um an dan Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 16

(1) Calon kepala  D esa wajib m em enuhi p e rsyara tan  sebagai beriku t:
a. w arga negara  Republik Indonesia;
b. bertakw a kepada  T uhan  Yang M aha Esa;
c. m em egang teguh  d an  m engam alkan pancasila , m elaksanakan  

u n d an g -u n d an g  d a sa r  negara  republik  Indonesia T ahun  1945, se rta  
m em pertahankan  dan  m em elihara k e u tu h a n  Negara K esatuan  
R epublik Indonesia  dan  B hinneka Tunggal Ika;

d. berpendid ikan  paling ren d ah  tam a t sekolah m enengah  pertam a 
d a n /a ta u  sederajat;

e. be ru sia  sek u rang -ku rangnya  25 (dua p u lu h  lima) ta h u n  p ad a  sa a t 
m endaftar;

f. se h a t ja sm a n i dan  rohani, se rta  bebas dari narkoba;
g. bersed ia  d icalonkan  m enjadi Kepala Desa;
h. tidak  p e rn ah  d ija tuh i p id an a  pen ja ra  b e rd asa rk an  p u tu sa n  pengadilan  

yang te lah  m em punyai k ek u a tan  h u k u m  te tap  k a ren a  m elakukan  
tin d ak  p id an a  yang d iancam  dengan p idana  pen ja ra  paling singkat 5 
(lima) ta h u n  a ta u  lebih, kecuali 5 (lima) ta h u n  setelah  selesai 
m enjalan i p id an a  pen ja ra  dan  m engum um kan  secara  ju ju r  dan  
te rb u k a  kepada  pub lik  bahw a yang  b ersan g k u tan  pe rn ah  d ip idana  
se rta  b u k a n  sebagai pelaku  k e jah a tan  berulang-ulang;

i. tid ak  d icab u t h a k  pilihnya b e rd asa rk an  k e p u tu san  Pengadilan yang 
te lah  m em punyai k ek u a tan  h u k u m  tetap;

j. tidak  p e rn ah  terlibat langsung  m a u p u n  tidak  langsung  b e rd asa rk an  
ke terangan  yang berw ajib dalam  su a tu  kegiatan  yang m engkh ianati 
Negara K esatuan  Republik Indonesia  b e rd asa rk an  Pancasila  dan  
U ndang-U ndang D asar 1945;

k. berke lakuan  baik;
l. belum  pe rn ah  m en jabat sebagai Kepala D esa selam a 3 (tiga) kali m asa  

jab a tan ;
m. S u ra t p en g u n d u ran  diri bagi anggota BPD yang m encalonkan  diri, d an  

apab ila  yang b e rsan g k u tan  d ite tapkan  sebagai calon kepala  desa, agar 
m elam pirkan  K epu tusan  B upati te rka it pem berhen tian  sebagai 
anggota BPD;

n. PN S/T enaga K ontrak yang m encalonkan  diri dalam  Pem ilihan h a ru s  
m elam pirkan  S u ra t izin te rtu lis  dari Pejabat Pem bina Kepegawaian 
dengan m elam pirkan  rekom endasi dari a ta sa n  langsung;

o. m elam pirkan S u ra t K eterangan C uti dari Penjabat Kepala D esa bagi 
Perangkat D esa d an  S u ra t K eterangan C uti dari Pejabat Pem bina



Kepegawaian bagi Sekretaris Desa PNS yang mencalonkan diri dalam 
Pemilihan; dan

p. tidak sedang menjabat sebagai penjabat kepala desa.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi pada 
saat mendaftar sebagai Bakal Calon.

Pasal 17

(1) Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon ditetapkan dalam jangka 
waktu 15 (lima belas) hari.

(2) Apabila sampai dengan kurun waktu pendaftaran ditutup, tetapi Bakal 
Calon hanya ada 1 (satu) orang atau tidak ada seorangpun yang 
mendaftarkan, maka Panitia Pemilihan memperpanjang waktu 
pendaftaran paling lama 4 (empat) hari.

(3) Apabila setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) ternyata masih tetap hanya 1 (satu) orang Bakal 
Calon atau tidak ada yang mencalonkan, maka Panitia Pemilihan atas 
persetujuan BPD menerbitkan Keputusan bahwa proses Pemilihan 
dihentikan dan selanjutnya melaporkan kepada Bupati melalui Camat 
untuk mendapat keputusan atau saran dan pertimbangan lebih lanjut.

(4) Apabila terdapat lebih dari 3 (tiga) orang Bakal Calon yang memenuhi 
persyaratan, maka Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD untuk 
diteruskan kepada Bupati melalui Camat guna dilakukan seleksi tes 
tertulis dengan materi pengetahuan tentang Undang-Undang dan 
Peraturan Pemerintah terkait Desa.

(5) Seleksi tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan 
oleh Panitia Pemilihan Kabupaten atas permintaan Panitia Pemilihan.

(6) Hasil seleksi tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), selanjutnya 
menjadi dasar bagi Panitia Pemilihan untuk meminta pengesahan Musdes 
untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih pada Pemilihan dalam 
forum Musdes.

Pasal 18

(1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan wajib 
mengajukan cuti terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan 
penetapan Calon terpilih.

(2) Pengajuan cuti Sekretaris Desa PNS sebagaimana yang dimaksud pada 
ayat (1), diajukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

(3) Pengajuan cuti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ditujukan kepada penjabat Kepala Desa.

(4) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap 
oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Surat Perintah dari 
penjabat Kepala Desa,

Pasal 19

(1) PNS yang mencalonkan diri dalam Pemilihan wajib mendapatkan izin 
tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.



(2) PNS sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1) apab ila  terpilih  dan  d iangkat 
m enjadi Kepala Desa, m aka  yang b e rsan g k u tan  d ib eb astu g ask an  dari 
ja b a ta n n y a  selam a m enjadi Kepala D esa ta n p a  keh ilangan  haknya  
sebagai PNS.

Pasal 2 0

Anggota BPD yang m encalonkan  diri dalam  pem ilihan h a ru s  m en g u n d u rk an  
diri dari jab a tan n y a , d an  apab ila  yang b e rsan g k u tan  d ite tapkan  sebagai calon 
kepala  desa  w ajib m elam pirkan K epu tusan  B upati te rka it pem berhen tian  
sebagai anggota BPD.

Bagian K eem pat
P en elitian  K elengkapan Persyaratan A dm inistrasi, K larifikasi, 

Penetapan dan Pengum um an Nama Calon

Pasal 21

(1) P an itia  Pem ilihan m elakukan  penelitian  kelengkapan p e rsy ara tan
adm in istrasi, k larifikasi dan  p en e tap an  n am a  bakal calon dalam  jan g k a
w aktu  7 (tujuh) hari.

(2) K elengkapan adm in istrasi B akal Calon sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat
(1) m eliputi:
a. S u ra t p e rn y a taan  kesed iaan  m enjadi Calon di a ta s  k e rta s  berm aterai 

cukup;
b. S u ra t p e rn y a taan  berim an  dan  bertaqw a kepada T uhan  Yang M aha 

E sa  di a ta s  k e rta s  berm atera i cukup ;
c. S u ra t p e rn y a taan  se tia  d an  ta a t kepada  Pancasila, U ndang-U ndang 

D asar 1945, Negara dan  Pem erin tah  Republik Indonesia  di a ta s  k e rtas  
berm atera i cukup;

d. S u ra t ke te rangan  tidak  p e rn ah  terlibat baik  langsung  m au p u n  tidak  
langsung  dalam  su a tu  keg iatan  yang m engkh ianati Negara K esatuan  
Republik Indonesia  yang b e rd asa rk an  Pancasila  d an  U ndang-U ndang 
D asar 1945;

e. S u ra t ke te rangan  tidak  d icab u t h ak  pilihnya b e rd asa rk an  K epu tusan  
Pengadilan yang m em punyai k e k u a tan  h u k u m  te tap  dan  tidak  pe rn ah  
d ihukum  pen ja ra  k a ren a  m elakukan  tin d ak  p idana  dengan  h u k u m an  
paling singkat 5 (lima) tah u n ;

f. S u ra t ke te rangan  k eseh a tan  d an  su ra t bebas n a rkoba  dari RSUD 
Pesaw aran;

g. S u ra t K eterangan C a ta tan  Kepolisian
h. D aftar Riwayat Hidup;
i. S a linan  ijazah pend id ikan  a tau  su ra t ke te rangan  pengganti ijazah 

yang te lah  dilegalisir oleh sekolah asa l a ta u  dilegalisir Pejabat D iknas 
tem pat ijazah d iterb itkan;

j. Akte K e lah iran /S u ra t Kenal Lahir dari Pejabat yang berw enang;
k. Fotocopy KTP, dengan  m en u n ju k k an  aslinya;
l. Pas photo  berw arna  te rb a ru  u k u ra n  4x6 cm sebanyak  4 (empat) 

lem bar;
m. S u ra t pe rn y a taan  bersed ia  bertem pat tinggal di d esa  yang 

b e rsan g k u tan  jik a  terpilih  m enjadi Kepala Desa;
n. S u ra t izin te rtu lis  dari Pejabat Pem bina Kepegawaian bagi B akal Calon 

yang berasa l dari PNS d an  Petugas Tenaga Kontrak;
o. S u ra t p en g u n d u ran  diri bagi anggota BPD yang m encalonkan  diri;
p. S u ra t K eterangan cu ti bagi P erangkat D esa yang m asih  m enjabat;



q. Surat pernyataan belum pemah menjabat sebagai Kepala Desa selama 
3 (tiga) kali masa jabatan yang dibuktikan dengan surat keterangan 
dari Camat diatas kertas bermaterai cukup.

(3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam 
Berita Acara sebanyak 4 (empat) rangkap.

Pasal 2 2

Berita Acara penelitian kelengkapan administrasi Bakal Calon sebagaimana
dimaksud pada Pasal 21 ayat (3) diajukan oleh Ketua Panitia Pemilihan kepada
Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kabupaten untuk
diverifikasi kembali dengan melampirkan berkas bakal calon.

Pasal 23

(1) Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan dan telah diverifikasi oleh 
Panitia Tingkat Kecamatan dan Panitia Tingkat Kabupaten ditetapkan oleh 
Panitia Pemilihan sebagai Calon yang berhak dipilih dan dituangkan 
dalam Berita Acara Penetapan Calon, selanjutnya Panitia Pemilihan 
melaporkan kepada BPD.

(2) Penetapan Calon paling sedikit 2 (dua) orang Calon dan paling banyak 3 
(tiga) orang Calon.

(3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat final dan 
mengikat.

(4) Setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila hanya 
ada 2 (dua) orang Calon, dan 1 (satu) orang calon diantaranya meninggal 
dunia, maka Panitia Pemilihan membuka kembali pendaftaran selama 4 
(empat) hari, dengan disertai adanya Berita Acara kegiatan dimaksud.

(5) Pembukaan kembali pendaftaran Calon sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), wajib diberitahukan Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 2 4

(1) Setelah penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), 
dilakukan penentuan nomor urut masing-masing Calon melalui 
pengundian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan yang diikuti oleh 
semua Calon atau kuasanya.

(2) Pengundian nomor urut Calon dilaksanakan 1 (satu) hari, bertempat di 
Kantor Kepala Desa atau tempat lain yang ditunjuk oleh Panitia 
Pemilihan.

(3) Tanda gambar yang digunakan pada nomor urut sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berupa foto Calon dan tidak diperbolehkan gambar dan/atau 
simbol dari suatu organisasi, lembaga pemerintahan, agama maupun 
yang lainnya.

(4) Nomor urut dan foto Calon yang telah ditetapkan, dituangkan dalam 
Berita Acara.



Bagian K elim a
Pengadaan Surat Suara, K otak Suara, Dan K elengkapan

Peralatan Lainnya

Pasal 25

(1) Bentuk dan model surat suara menggunakan kertas HVS 80 gram dengan 
ukuran 33 x 21,5 cm, warna dasar putih dan menggunakan foto Calon, 
dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

(2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki ciri 
dan/atau tanda pengaman tertentu sehingga tidak mudah diduplikasi 
dan/atau dipalsukan.

(3) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak sebanyak 
jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap dan 
daftar pemilih tambahan untuk TPS, dan ditambah maksimal 10 % 
(sepuluh persen) dari daftar pemilih tetap sebagai cadangan.

(4) Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara menggunakan 
bahan kayu atau bahan lainnya yang layak dengan ukuran panjang 40 cm 
x lebar 40 cm x tinggi 60 cm , warna dasar putih, menggunakan logo 
pemerintahan kabupaten pesawaran sesuai dengan format yang 
tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini

(5) Bilik suara yang digunakan dalam pemungutan suara menggunakan 
bahan kayu atau bahan lainnya yang layak dengan ukuran panjang 40 
cm x lebar 40 cm x tinggi 60 cm sesuai dengan format yang tercantum 
dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian K eenam  
P enetapan P eserta  M usdes

Pasal 2 6

(1) Peserta Musdes mempunyai hak suara dalam Pemilihan.

(2) Peserta Musyawarah Desa terdiri atas :
a. Penjabat Kepala Desa, dan seluruh perangkat desa yakni Sekretaris 

Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun serta Ketua 
Rukun Tetangga di wilayah Desa bersangkutan;

b. Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD dan Anggota BPD di 
wilayah Desa bersangkutan;

c. Unsur masyarakat di Desa bersangkutan

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c terdiri d a ri:
a. tokoh adat;
b. tokoh agama;
c. tokoh masyarakat;
d. tokoh pendidikan;
e. perwakilan kelompok tani;
f. perwakilan kelompok nelayan;
g. perwakilan kelompok perajin;
h. perwakilan kelompok perempuan;
i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
j. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya 

masyarakat setempat.



(4) Unsur masyarakat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (k) 
diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun.

(5) Unsur masyarakat sebagai perwakilan masyarakat desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) merupakan tokoh yang ketokohannya diakui 
dalam status kelembagaan maupun dalam lingkungan masyarakat desa 
bersangkutan sesuai dengan ketokohan yang melekat pada dirinya.

Pasal 2 7

(1) Jumlah Peserta Musdes diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000 jiwa, total 

Peserta Musdes maksimal sebanyak 100 orang;
b. Desa dengan jumlah penduduk 2.001 jiwa sampai dengan 5.000 jiwa, 

total Peserta Musdes maksimal sebanyak 150 orang;
c. Desa dengan jumlah penduduk 5.001 jiwa sampai dengan 8.000 jiwa, 

total Peserta Musdes maksimal sebanyak 200 orang;
d. Desa dengan jumlah penduduk 8.001 jiwa sampai dengan 10.000 jiwa, 

total Peserta Musdes maksimal sebanyak 250 orang;
e. Desa dengan jumlah penduduk lebih dari 10.000 jiwa, total Peserta 

Musdes maksimal sebanyak 300 orang.

Pasal 2 8

Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar Peserta Musdes 
atas persetujuan BPD.

Bagian K etujuh
Tahapan P em ungutan dan P enghitungan Suara

Pasal 29

(1) Dalam pemungutan suara, Peserta Musdes memberikan suara pada 
tempat pemungutan suara yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

(2) Calon dipilih secara langsung oleh Peserta Musdes. (3) Pembukaan 
pemungutan suara disertai dengan penerbitan Berita Acara oleh Panitia 
Pemilihan.

Pasal 3 0

(1) Dalam pemungutan suara, Peserta Musdes memberikan suara dengan 
cara mencoblos foto Calon.

(2) Pemberian suara tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dan dengan 
alasan apapun.

Pasal 31

(1) Sebelum menyalurkan suaranya, pemilih menunjukkan Kartu Tanda 
Daftar Tetap Peserta Musdes, dan untuk selanjutnya diberikan surat 
suara.

(2) Setelah menerima surat suara, Peserta Musdes memeriksa/meneliti surat 
suara tersebut, apabila dalam keadaan rusak dan/atau cacat, maka 
Peserta Musdes berhak meminta surat suara yang baru dengan



menyerahkan kembali surat suara yang rusak/cacat tersebut kepada 
Panitia Pemilihan.

(3) Peserta Musdes pada Pemilihan merupakan pemilih yang tercatat dalam 
Daftar Tetap Peserta Musdes dan yang tidak dapat menunjukkan atau 
membuktikan Kartu Tanda Peserta Musdes yang dikeluarkan oleh Panitia 
Pemilihan, maka tidak dapat menyalurkan hak pilihnya.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dikecualikan 
apabila yang bersangkutan menunjukkan surat keterangan kehilangan 
dari Kepolisian Sektor setempat.

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), 
dapat menjadi kebijakan dari Panitia Pemilihan di Desa yang 
bersangkutan.

Pasal 3 2

(1) Pencoblosan surat suara dilakukan di dalam bilik suara dengan 
menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.

(2) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara ke dalam 
kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan terlipat, selanjutnya 
Peserta Musdes mencelupkan jarinya ke dalam tinta, sebagai tanda bahwa 
yang bersangkutan telah menggunakan hak pilihnya.

Pasal 33

(1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Calon berada ditempat yang 
telah ditentukan sesuai dengan nomor urut Calon.

(2) Dalam hal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat hadir 
karena sakit atau karena sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, 
Calon dapat menguasakan kepada orang lain untuk duduk pada tempat 
yang telah ditentukan.

(3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pemungutan suara 
tetap dilaksanakan dan dinyatakan sah.

Pasal 3 4

(1) Waktu pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 08.00 WIB dan 
berakhir pukul 13.00 WIB serta diawali dengan sidang pembukaan 
penyelenggaraan Musdes oleh Ketua BPD.

(2) Pemungutan suara dinyatakan berakhir dan sah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Panitia Pemilihan menerbitkan Berita Acara berakhimya 
Pemungutan Suara, disertai penandatanganan bersama antara Panitia 
Pem ilihan d an  Calon a ta u  kuasanya .

(3) Setelah penandatangan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilanjutkan dengan penghitungan suara.

Pasal 3 5

(1) Surat suara dianggap sah, apabila :
a. pencoblosan dilakukan hanya di dalam salah satu tanda gambar 

Calon;



b. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan;
c. dalam hal Ketua Panitia Pemilihan berhalangan hadir, maka 

penandatanganan surat suara dilakukan oleh wakil ketua atau 
Sekretaris Panitia Pemilihan;

d. terdapat lebih dari satu coblosan dalam surat suara namun masih 
berada dalam satu foto Calon;

e. terdapat lebih dari 1 (satu) coblosan, yang mana satu coblosan berada 
dalam 1 (satu) foto Calon dan 1 (satu) coblosan lain tidak mengenai 
foto Calon lainnya, atau batas kotak foto Calon lain;

f. coblosan mengenai garis batas kotak foto Calon.

(2) Sebelum penghitungan suara dimulai, Panitia Pemilihan menghitung:
a. jumlah peserta Musdes yang memberikan suara berdasarkan salinan 

Daftar Tetap Peserta Musdes;
b. jumlah surat suara yang tidak terpakai;
c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh peserta Musdes karena 

rusak atau keliru dicoblos;

(3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dan 
selesai di tempat Musdes dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dan dapat 
dihadiri oleh saksi Calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.

(4) Penggunaan surat tambahan dalam penghitungan suara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam Berita Acara yang 
ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 
(dua) anggota Panitia Pemilihan.

(5) Saksi Calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), harus membawa surat mandat dari Calon yang bersangkutan dan 
menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan.

(6) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan 
dengan cara yang memungkinkan saksi Calon, Panitia Pemilihan, BPD, 
pengawas, dan penduduk desa yang hadir dapat menyaksikan secara jelas 
proses penghitungan suara.

(7) Segera setelah selesai penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang 
ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota 
panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi Calon.

(8) Dalam hal terdapat saksi dari Calon tidak bersedia menandatangani 
Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka hasil 
penghitungan suara tetap dianggap sah.

(9) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada masing-masing saksi Calon 
yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) 
eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.

(10) Berita Acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat 
(8), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan 
ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.

(11) Panitia Pemilihan menyerahkan Berita Acara hasil penghitungan suara, 
surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan



penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan 
suara.

Pasal 3 6

(1) Calon dinyatakan sebagai Kepala Desa terpilih apabila memperoleh suara 
terbanyak.

(2) Keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila diambil 
dalam Musdes dihadiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan 
disetujui oleh separuh ditambah 1 (satu) orang dari jumlah. peserta yang 
hadir.

(3) Peserta Musdes yang meninggalkan acara dianggap telah hadir dan tidak 
mempengaruhi sahnya keputusan.

(4) Dalam hal Calon yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang 
sama lebih dari 1 (satu) orang Calon, maka dilaksanakan Pemilihan ulang 
dan hanya diikuti oleh para Calon yang memperoleh suara terbanyak 
dengan jumlah yang sama.

(5) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 
segera setelah penghitungan suara yang menyatakan ada lebih dari 1 
(satu) orang Calon yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang 
sama.

(6) Apabila pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap 
diperoleh hasil yang sama, maka Pemilihan dinyatakan batal, selanjutnya 
Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD, dan BPD melaporkan kepada 
Bupati melalui Camat guna mendapatkan keputusan atau saran dan 
pertimbangan lebih lanjut.

Bagian Kedelapan  
Tahapan Penetapan

Pasal 3 7

(1) Panitia Pemilihan menetapkan dan melaporkan hasil penghitungan suara 
dalam Musdes kepada BPD dengan dilengkapi Berita Acara hasil 
penghitungan suara.

(2) Pimpinan Musdes menutup rangkaian acara Musdes.

(3) Penutupan acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 
pimpinan sidang dengan terlebih dahulu dilakukan penyampaian Berita 
Acara hasil Keputusan Musdes.

(4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh 
Pimpinan Musdes, Penjabat Kepala Desa, dan salah seorang perwakilan 
peserta Musdes.

(5) Apabila sudah tercapai keputusan Musdes, Pimpinan Musdes menutup 
secara resmi acara Musdes.

(6) BPD menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
kepada Bupati melalui Camat untuk diterbitkan Keputusan Bupati 
tentang pengesahan pengangkatan Calon terpilih.



Pasal 3 8

(1) Bupati menerbitkan keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan 
Kepala Desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 
tanggal diterimanya laporan dari BPD.

(2) Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk melantik Kepala Desa terpilih 
paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerbitan 
Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa 
terpilih.

(3) Tempat pelantikan Kepala Desa lebih lanjut ditentukan oleh Bupati.

(4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku 
pada tanggal pelantikan.

Pasal 39

Pada saat pelantikan atau sebelum memangku jabatannya Kepala Desa Antar 
waktu terpilih diambil sumpah/janji menurut agamanya oleh Pejabat yang 
ditunjuk dan disaksikan Panitia Pemilihan, BPD dan Pihak terkait lainnya 
dalam wilayah Desa yang bersangkutan, dengan Naskah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan 
sebaik-baiknya, sejujur-jujumya, dan seadil-adilnya;
bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan 
Pancasila sebagai Dasar Negara; dan Undang-Undang Dasar 1945 serta 
melaksanakan segala peraturan Perundang-Undangan dengan selurus- 
lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia”.

Pasal 4 0

(1) Calon yang telah dilantik menjadi Kepala Desa, terhitung mulai tanggal 
pelantikan harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.

(2) PNS yang terpilih menjadi Kepala Desa dibebastugaskan untuk sementara 
waktu dari kedudukannya sebagai PNS selama menjadi Kepala Desa tanpa 
kehilangan status dan haknya sebagai PNS.

(3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan 
penghasilan lainnya yang sah.

Bagian K esem bilan  
Pem biayaan

Pasal 41

Seluruh biaya yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala
Desa antar waktu melalui Musyawarah Desa dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

BAB IV
PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMILIHAN

Pasal 4 2

(1) Setiap perselisihan yang timbul dalam Musdes diselesaikan secara 
musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.



(2) Apabila terjad i perselisihan  di desa  sebagai dam pak  dari ad an y a  
ke tid ak sep ak a tan  a n ta r  peserta  M usdes sebagaim ana d im aksud  p a d a  ayat 
(1), penyelesaiannya difasilitasi d an  d iselesaikan  oleh Cam at.

(3) Penyelesaian perselisihan  sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (2) bersifat 
final d an  d ite tapkan  dalam  B erita A cara yang d itan d a tan g an i oleh p a ra  
p ihak  d an  pe jabat yang m em fasilitasi penyelesaian  perselisihan .

(4) Pengajuan  gugatan  perselisihan  hasil Pem ilihan hanya  d ap a t d ilakukan  
oleh Calon d an  d ia jukan  sebelum  M usdes d itu tu p  oleh p im pinan  M usdes.

(5) Apabila pengajuan  perselisihan  hasil Pem ilihan m elam paui k e ten tu an  
pad a  ayat (4) m aka  tidak  d ap a t d ia jukan  lagi d an  hasil K epu tusan  M usdes 
te rseb u t d ianggap sah .

Pada sa a t P e ra tu ran  B upati ini m ulai berlaku , m aka P e ra tu ran  B upati 
Pesaw aran  Nomor 3 T ahun  2015 ten tan g  penyelenggaraan pem ilihan  Kepala 
D esa A ntarw aktu  m elalui M usyaw arah D esa di w ilayah K abupaten  
Pesaw aran  (Berita D aerah  K abupaten  Pesaw aran  T ahun  2015 Nomor 3), 
d icab u t d an  d inyatakan  tidak  berlaku.

P e ra tu ran  B upati ini m ulai berlaku  pada  tanggal d iundangkan .

Agar se tiap  orang m engetahuinya, m em erin tahkan  pengundangan  P era tu ran  
B upati ini dengan  penem patannya  dalam  B erita D aerah  K abupaten  
Pesaw aran.

BAB VI 
PENUTUP

Pasal 4 4

Pasal 45

D itetapkan di Gedong T ataan  
pad a  tanggal 17 S e p tem b e r  2021

D iundangkan  di Gedong T ataan  
Pada tanggal 17 S e p tem b e r  2021

Plh. SEKRETARIS DAE ATEN PESAWARAN,
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BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2 0 2 1  NOMOR A S 3
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